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ABSTRAK :
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi PemilihanUmum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk
pengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Pembina dan Tim
Teknis;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Dasar Hukum: Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 8 Tahun2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomoe 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 799); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun
2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juni 2025
- Lampiran 6 Halaman


